PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BEL

ARTTA MATITN ALY DDIMNAITTAIOT QFT A TS TI/MAT A
£ANU LA LJRALDANALL FINU VY LINOL SUM

£3 L L. U L LAIRES

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 telah
ditetapkan tanggal 30 Desember 2011 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor
S);

. bahwa untuk tertib administrasi dan memperlancar

sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2012;

. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1103);



. Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234};

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3955} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956} ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

14.

155

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3957); Peraturan Pemerintah Nomor
104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4021) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);
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20.

21.

22.

23,

24.

29,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.02/2011
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 });
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);



26.

2 Vs

28.

2.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun
2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1});

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2009 Nomor 29);

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun
2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2012;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

(1) Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk
teknis dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2012.

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) merupakan Pedoman bagi setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur
ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur
Sumatera Utara dan tetap mengacu kepada peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun
2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Februari 2012

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal i fbrusn 012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

La

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9



